
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.54 Mamuju 91511
Email : set.sulbar@bawaslu.go.id
Laman : sulbar.bawaslu.go.id

Mamuju, 26 Agustus 2024
Nomor : 65/PM.00.01/K.SR/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : lmbauan Tahapan Pencalonan

  Pada Pemilihan Tahun 2024 
 

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat
Di-
         Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2  Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam
melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka
dengan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk:

1. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang yang berbunyi:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai
Politik atau gabungan Partai Politik; 

3. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 40A ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
1. Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan
kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau
sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 
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3. Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),  kepengurusan Partai  Politik  tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan
pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan. 

5. Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota  akan  berakhir,  kepengurusan  Partai  Politik  yang  berhak  mendaftarkan
pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang
berbunyi:
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan

Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu
anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:
a. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan
2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai memeroleh
suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;

2. provinsi  dengan  jumlah  penduduk  yang  termuat  pada  daftar  pemilih  tetap  lebih  dari
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling
sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;

3. provinsi  dengan  jumlah  penduduk  yang  termuat  pada  daftar  pemilih  tetap  lebih  dari
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan

4. provinsi  dengan  jumlah  penduduk  yang  termuat  pada  daftar  pemilih  tetap  lebih  dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di
provinsi tersebut; dan

b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:
1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai

dengan 250.000  (dua  ratus  lima puluh  ribu)  jiwa,  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10%
(sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,
Partai  Politik  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  harus
memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota
tersebut;

3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) kabupaten/kota tersebut; dan

4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai  Politik  Peserta Pemilu atau Gabungan Partai  Politik
Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di
kabupaten/kota tersebut.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
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(5) Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan
KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

(6) Akumulasi perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap pada
Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

5. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota yang berbunyi:
(1) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat pusat melalui KPU. 

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

6. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur  Dan Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan Wakil  Bupati,  Serta  Walikota  Dan Wakil
Walikota yang berbunyi:
(1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai  Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu terdiri atas:
a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar
dan  anggaran  rumah tangga  Partai  Politik  tentang  kepengurusan  Partai  Politik  tingkat
kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik  Peserta  Pemilu  sesuai  dengan  tingkatannya  yang  telah  memenuhi  persyaratan
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan
Pasangan  Calon  menggunakan  formulir  Model  B.PENCALONAN.PARPOL.KWK  yang
menyatakan:
1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon; 
2. tidak  akan  menarik  Pasangan  Calon  yang  akan  didaftarkan  serta  tidak  menarik

pengusulan atas Pasangan Calon; 
3. sepakat antara Partai  Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai  Politik Peserta

Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan 
4. naskah  visi,  misi,  dan  program  Pasangan  Calon  telah  sesuai  dengan  rencana

pembangunan jangka panjang daerah; dan
e. keputusan Pimpinan Partai  Politik  Tingkat  Pusat  tentang persetujuan Pasangan Calon

menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

5. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  8  Tahun  2024  Tentang
Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
yang berbunyi:
Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25
(dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

6. Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Barat  mengimbau  KPU  Provinsi  Sulawesi  Barat  untuk  memperhatikan
Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota agar dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal
sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Barat  mengimbau  KPU  Provinsi  Sulawesi  Barat  pada  Sub  Tahapan
Pemeriksaan  Kesehatan  untuk  memperhatikan  Kemampuan  Jasmani,  Rohani  dan  Bebas  dari
Penyalahgunaan  Narkoba  berdasarkan  hasil  Pemeriksaan  Kesehatan  menyeluruh  Tim  kesehatan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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8. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam mencermati Dokumen
Persyaratan Calon pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota untuk memperhatikan dan memastikan Keterpenuhan Persyaratan
Kelengkapan Dokumen dan Keaslian Dokumen yang telah diserahkan sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam Pencalonan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota agar memastikan dan
melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua,

${ttd}

NASRUL

Tembusan  , disampaikan kepada Yth.   :  
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip
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